






INPUT OUTPUT

BMS.DPKP.01 BMS.DPKP.02 BMS.DPKP.03 BMS.DPKP.04

PEMERINTAH PEMERINTAH

Kebijakan dan 

Regulasi

Pemerintahan 

yang efektif dan 

efisien, melalu 

reformasi 

birokrasi

MASYARAKAT BMS.DPKP.05 BMS.DPKP.06 BMS.DPKP.07 BMS.DPKP.08 MASYARAKAT

Permintaan 

Informasi, 

Konsultasi dan 

Layanan

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN 

PANGAN

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT

PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan  

publik

DUNIA USAHA DUNIA USAHA

Permintaan 

Informasi, 

Konsultasi dan 

Layanan

Layanan 

perizinan, 

kondusivitas 

investasi dll

PENGENDALIAN 

DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

PERTANIAN

PENYULUHAN 

PERTANIAN

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN
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PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

BMS.DPKP.09

PROSES UTAMA / INTI

PROSES PENDUKUNG

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BANYUMAS

PETA PROSES BISNIS



INPUT OUTPUT

BMS.DPKP.01 BMS.DPKP.02 BMS.DPKP.03 BMS.DPKP.04

PEMERINTAH PEMERINTAH

Kebijakan dan 

Regulasi

Pemerintahan 

yang efektif dan 

efisien, melalu 

reformasi 

birokrasi

MASYARAKAT BMS.DPKP.05 BMS.DPKP.06 BMS.DPKP.07 BMS.DPKP.08 MASYARAKAT

Permintaan 

Informasi, 

Konsultasi dan 

Layanan

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan  

publik

DUNIA USAHA DUNIA USAHA

Layanan 

perizinan, 

kondusivitas 

investasi dll

PROSES PENDUKUNG

BMS.DPKP.09  
 D
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Permintaan 

Informasi, 

Konsultasi dan 

Layanan

PROSES UTAMA / INTI

KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PETA RELASI

BIDANG SARANA DAN 
PRASARANA PERTANIAN

BIDANG PERKEBUNAN DAN 
PERLINTAN

BIDANG TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA

BIDANG SARANA DAN 
PRASARANA PERTANIAN

BIDANG PENYULUHAN
PERTANIAN DAN BINA USAHA

BIDANG TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN DAN 
PERLINTAN

UPT BALAI BENIH PERTANIAN

BIDANG KETAHANAN 
PANGAN

BIDANG KETAHANAN 
PANGAN

BIDANG KETAHANAN 
PANGAN BIDANG KETAHANAN 

PANGAN

BIDANG TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA

SEKRETARIAT

UPT BALAI BENIH PERTANIAN

BIDANG TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN DAN 
PERLINTAN

BIDANG TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN DAN 
PERLINTAN



BMS.DPKP.01.01 BMS.DPKP.01.02

Pengelolaan Sumber 

Daya Genetik (SDG) 

Hewan, Tumbuhan, 

dan Mikro 

Organisme 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.01

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

IKU ke-1
MENINGKATNYA 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PERTANIAN

BMS. DPKP.04
---------------------------------
PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGA 
BENCANA PERTANIAN

BMS. DPKP.01
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN
_____________________________________________

BMS. DPKP.01.01
-------------------------

Pengawasan
Penggunaan 

Sarana Pertanian
Penyuluhan

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.03
---------------------------------

PENYULUHAN
PERTANIAN

Penyuluhan

BMS. DPKP.01.02
-------------------------

Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 

Hewan, 
Tumbuhan, dan 
Mikroorganisme 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Dukungan sarana

BMS. DPKP.03
---------------------------------

PENYULUHAN
PERTANIAN



BMS.DPKP.02.01

Pembangunan Prasarana 

Pertanian

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.02

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 

PERTANIAN

IKU ke-1
MENINGKATNYA 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PERTANIAN

BMS. DPKP.04
---------------------------------
PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGA 
BENCANA PERTANIAN

BMS. DPKP.02
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN
_____________________________________________

BMS. DPKP.02.01
--------------------------------

Pembangaunan 
Prasarana Pertanian

Pembinaan teknis

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.03
---------------------------------

PENYULUHAN
PERTANIAN

Pembinaan 



BMS.DPKP.03.01

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.03

PENYULUHAN PERTANIAN

Pelaksanaan Penyuluhan 

Pertanian 

IKU ke-1
MENINGKATNYA 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PERTANIAN

BMS. DPKP.04
---------------------------------
PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGA 
BENCANA PERTANIAN

BMS. DPKP.03
PENYULUHAN PERTANIAN

_____________________________________________

BMS. DPKP.03.01
--------------------------------

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian

Pembinaan teknis

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.02
---------------------------------

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBAGAN 

PRASARANA 
PERTANIAN

Dukungan prasarana

BMS. DPKP.01
---------------------------------

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBAGAN 

SARANA PERTANIAN

Dukungan sarana





BMS.DPKP.04.01

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.04

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN

Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian 

Kabupaten/Kota

IKU ke-1
MENINGKATNYA 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PERTANIAN

BMS. DPKP.03
---------------------------------

PENYULUHAN
PERTANIAN

BMS. DPKP.04
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN
_____________________________________________

BMS. DPKP.04.01
--------------------------------

Pengendalian dan 
Penanggulangan 

Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota

Pembinaan teknis

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.02
---------------------------------

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBAGAN 

PRASARANA 
PERTANIAN

Dukungan prasarana

BMS. DPKP.01
---------------------------------

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBAGAN 

SARANA PERTANIAN

Dukungan sarana





BMS.DPKP.05.01

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.05

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur 

dan Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan 

sesuai Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

IKU ke-2
MENINGKATNYA 
KETERSEDIAAN 
PANGAN UTAMA

BMS. DPKP.05
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI 
UNTUK KEDULATAN DAN KEMANDIRIAN 

PANGAN
_____________________________________________

BMS. DPKP.05.01
--------------------------------

Penyediaan Infrastruktur 
dan Seluruh Pendukung 

kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan 

daerah Kabupaten/Kota

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.06
---------------------------------

PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN

Penguatan pangan





BMS.DPKP.06.01

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.06

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

IKU ke-3
MENINGKATNYA 

AKSES
PANGAN

BMS. DPKP.05
---------------------------------

PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 
KEMANDIRIAN 

PANGAN

BMS. DPKP.06
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

_____________________________________________

BMS. DPKP.06.01
--------------------------------

Penanganan
Kerawanan Pangan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Penguatan cadangan
pangan

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.07
---------------------------------

PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT

Keanekaragaman 
konsumsi & 
Stabilitas Harga





BMS.DPKP.07.01 BMS.DPKP.07.02

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.07

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan 

Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun 

sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan

BMS. DPKP.08
---------------------------------

PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

BMS. DPKP.07
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN
_____________________________________________

BMS. DPKP.07.01
-----------------------

Pelaksanaan 
Pencapaian Target

Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 
Angka Kecukupan 

Gizi

BMS. DPKP.07.02
-----------------------

Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 

lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 

Kabupate/Kota dalam 
rangka Stabilitas 

Pasokan dan Harga BMS. DPKP.06
---------------------------------

PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN

Bantuan pangan

Kelayakan pangan

IKU ke-4
MENINGKATNYA 
PEMANFAATAN 

PANGAN

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.05
---------------------------------

PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 
KEMANDIRIAN 

PANGAN

Penguatan cadangan       
pangan



BMS.DPKP.08.01

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.08

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Pelaksanaan Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar 

Daerah Kabupaten/Kota

IKU ke-4
MENINGKATNYA 
PEMANFAATAN 

PANGAN

BMS. DPKP.07
---------------------------------

PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT

BMS. DPKP.08
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

_____________________________________________

BMS. DPKP.08.01
--------------------------------

Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar Daerah 

Kaupaten/Kota

Keanekaragaman 
konsumsi

BMS. DPKP.09
---------------------------------
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPETAN/KOTA

Dukungan Manajemen dan SDM



BMS.DPKP.09.01 BMS.DPKP.09.02   
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Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Pengelolaan Adminstrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

BMS.DPKP.01 BMS.DPKP.09.03 BMS.DPKP.09.04 BMS.DPKP.05

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN PANGAN

BMS.DPKP.02 BMS.DPKP.09.05 BMS.DPKP.09.06 BMS.DPKP.06

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN PRASARANA 

PERTANIAN

Pengelolaan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

PENANGANAN KERAWANAN 

PANGAN

BMS.DPKP.03 BMS.DPKP.07

PENYULUHAN PERTANIAN

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

BMS.DPKP.04 BMS.DPKP.08

PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

PERTANIAN

PENGAWASAN KEAMANAN 

PANGAN

PETA SUB PROSES 

BMS.DPKP.09

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA
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IKU ke-2
MENINGKATNYA 

KETERSEDIAAN PANGAN 
UTAMA

IKU ke-1
MENINGKATNYA 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PERTANIAN

IKU ke-3
MENINGKATNYA 
AKSES PANGAN

IKU ke-4
PEMANFAATAN PANGAN



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

                                    

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MAYARAKAT

U
n

it
 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S

.D
P

K
P

.0
1.

01
.0

1

P
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g
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g
g

u
n

aa
n

 S
ar

an
a 

P
en

d
u

ku
n

g
 P

er
ta

n
ia

n
 s

es
u

ai
 d

en
g

an
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o
m

o
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it
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, T
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n
o
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g

i d
an

 
S

p
es

if
ik

 L
o

ka
si

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pengembangan 

komoditas tanaman 
pangan

Menginventarisir 
kebutuhan benih 

unggul dan sarana 
produksi lainnya, 

pembinaan/ 
pelatihan

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran 

(Pokir);

3. Mengusulkan 
rencana kegiatan 

pembangunan 
melalui Musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan verifikasi 
lapangan terkait 
usulan bantuan 

benih dan sarana 
produksi lainnya,

pembinaan/ 
pelatihan

Setuju
Melakukan 

penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh bntuan benih 
unggul dan sarana produksi 
lainnya , pelatihan/ bimtek 

dan demplot

Melakukan fasilitasi
bantuan benih, 

pembinaan/ 
pelatihan (teknologi 

budidaya/ dan 
demplot

Menetapkan SK 
penerima benih

dan sarana
produksi lainnya

a. Tersedianya 
benih unggul dan 
sarana produksi 

lainnya
b. Terlaksananya

pembinaan/ 
pelatihan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MASYARAKAT 

(POKTAN/ 

GAPOKTAN)

U
n

it
 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S

.D
P

K
P

.0
1.

01
.0

2

P
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d
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p
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g
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en

g
g

u
n
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n
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a 

P
en

d
u

ku
n

g
 P
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ta

n
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n

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pengembangan 
sarana produksi 

pertanian

Menginventarisir 
kebutuhan sarana 
produksi pertanian

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran 

(Pokir);

3. Mengusulkan 
rencana kegiatan 

pembangunan 
melalui Musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan 
verifikasi lapangan 

terkait usulan 
pengembangan
sarana produksi 

pertanian

Setuju

Melakukan 
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Menerima 
bantuan  sarana 

produksi
pertanian dan 

pembinaan 
teknis

Menetapkan SK 
Penerima sarana

produksi pertanian

Melaksanakan
pengadaan sarana 
produksi pertanian

Menyalurkan 
bantuan sarana 

produksi pertanian 
(bibit, pupuk, 

alsintan)



U
ni

t 1

DINPERTAN KP

U
ni

t 2 PUSAT/ PENELITIAN 

(BADAN PENELITIAN)

U
ni

t 3 PUSAT PERIJINAN 

INVESTASI (PPI)
Ya

  Ditolak/

U
ni

t 4

MAYARAKAT

Pemenuhan

kelengkapan

Dokumen

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
1

.0
2

.0
1

P
em

an
fa

at
an

 S
D

G
 H

ew
an

/T
an

am
an

Menginventarisir 
Sumber Daya
Geneik (SDG) 

Tanaman

Menginformasikan
sumber daya 

genetik

Mengajukan 
permohonan 

verifikasi

Setuju

Menerbitkan Tanda
Daftar dan 

Pelepasan Varietas 
Unggul Baru (VUB)

Start

Memperoleh 
manfaat dengan 
memperbanyak

VUB

Menerima Tanda
Daftar dan 

pelepasan VUB

Menyusun dokumen 
kelengkapan

Melakukan verifikasi 
lapangan pengajuan 

pendaftaran & 
pelepasan varietas

Menerapkan VUB
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DINPERTAN KP

                                    

Ya

U
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PROVINSI/PUSAT

U
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DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MAYARAKAT

U
n
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 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
1

.0
2

.0
2

P
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m

b
a

n
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n
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o
m

o
d
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an

 h
o

rt
ik

u
lt

u
ra

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pengembangan 

komoditas tanaman 
hortikultura

Menginventarisir 
kebutuhan benih 

unggul dan sarana 
produksi lainnya, 

pembinaan/ 
pelatihan

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran 

(Pokir);

3. Mengusulkan 
rencana kegiatan 

pembangunan 
melalui Musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan verifikasi 
lapangan terkait 
usulan bantuan 

benih dan sarana 
produksi lainnya,

pembinaan/ 
pelatihan

Setuju
Melakukan 

penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh bntuan benih 
unggul, pupuk dan sarana 

produksi lainnya , pelatihan/ 
bimtek dan demplot

Melakukan fasilitasi
bantuan benih, 

pembinaan/ 
pelatihan (teknologi 

budidaya/ dan 
demplot

Menetapkan SK 
penerima benih

dan sarana
produksi lainnya

a. Tersedianya 
benih unggul dan 
sarana produksi 

lainnya
b. Terlaksananya

pembinaan/ 
pelatihan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

Ya

U
n

it
 2

PROVINSI/ PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MAYARAKAT

U
n

it
 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S

.D
P

K
P

.0
2.

01
.0

1

P
em

b
an

g
u

n
an

, R
eh

ab
ili

ta
si

 d
an

 P
em

el
ih

ar
aa

n
 In

fr
as

tr
u

kt
u

r 
P

er
ta

n
ia

n
 u

n
tu

k 
M

as
ya

ra
ka

t

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan/

rehab. dan 
pemeliharaan 
infratruktur 
pertanian 

Menginventarisir 
kebutuhan 

pembangunan/ 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
infratruktur 
pertanian 

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran 

(Pokir);

3. Mengusulkan 
rencana kegiatan 

pembangunan 
infrastruktur 

pertanian  melalui 
Musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan 
verifikasi lapangan 

terkait usulan 
pembangunan/

rehabilitasi dan 
pemeliharaan  
infrastruktur 

pertanian 

Setuju

Melakukan 
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh 
manfaat

infrastruktur 
pertanian

Menetapkan SK 
Penerima bantuan

Melaksanakan
pembangunan/ 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
infrastruktur 

pertanian

Tersedianya 
infrastruktur 

pertanian dalam 
kondisi baik



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

Ya

ditolak

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

MAYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S

.D
P

K
P

.0
2.

01
.0

2

P
em

b
an

g
u

n
an

, R
eh

ab
ili

ta
si

 d
an
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em

el
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aa

n
 B

al
ai

 P
en

yu
lu

h
 d

i 
K

ec
am

at
an

 s
er

ta
 s

ar
an

a 
p

en
d

u
ku

n
g

n
ya

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan/

rehabilitasi Balai
Penyuluhan 

Pertanian (BPP)

Menginventarisir 
kebutuhan 

pembangunan/ 
rehabilitasi BPP

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan 
verifikasi lapangan 

terkait usulan 
pembangunan/ 
rehabilitasi BPP

Setuju

Melakukan 
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh 
manfaat BPP

Melaksanakan
pembangunan/ 
rehabilitasi BPP

Tersedianya BPP



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

U
n

it
 2 PUSAT /         

PROVINSI

U
n

it
 3

KOMISI 

PENYULUHAN 

PERTANIAN

U
n

it
 4

DPRD

U
n

it
 3

DINAS TERKAIT

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
3

.0
1

.0
1

P
en

in
gk

at
an

 K
a

p
as

it
as

 K
e

le
m

b
ag

a
an

 P
en

yu
lu

h
an

 P
er

ta
n

ia
n

 d
i K

e
ca

m
at

an
 d

an
 D

e
sa

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
peningkatan 

kapasitas 
kelembagaan  
penyuluhan 
pertanian

Menginventarisir 
kondisi existing
serta kebutuhan 
pengembangan 
kelembagaan 
penyuluhan 

pertanian

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Memberikan
saran dan masukan  

dalam 
pengembangan 
kelembagaan 
penyuluhan 

pertanan

Sinkronisasi 
kebijakan pusat 

dan provinsi

Menyusun rencana 
kegiatan 

peningkatan  
kapasitas 

kelembagaan 
penyuluhan 
pertanian

Melakukan 
penganggaran

dalam RKA/DPA
Start

Melaksanakan
pemenuhan sarana 

kelembagaan 
penyuluhan 

pertanian dan 
pelatihan/bintek 
bagi Penyuluh 

Pertanian

Memberi pedoman 
dan arahan dalam 

penyusunan 
kebijakan dan 

strategi penyuluhan 
pertanian

Tersedianya sarana 
kelembagaan 
penyuluhan 

pertanian dan 
terlaksananya 

pelatihan/bintek
bagi Penyuluh 

Pertanian

Meningkatnya
kapasitas 

kelembagaan 
penyuluhan 

pertanian



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

U
n

it
 2 PUSAT /         

PROVINSI

U
n

it
 3

DPRD

U
n

it
 4 PERGURUAN    

TINGGI

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
3

.0
1

.0
2

P
en

ge
m

b
an

ga
n

 K
ap

a
si

ta
s 

K
el

em
b

ag
aa

n
 P

et
an

i d
i K

ec
am

a
ta

n
 d

a
n

 D
e

sa

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
peningkatan 

kapasitas 
kelembagaan petani

Menginventarisir 
kondisi existing
serta kebutuhan 
pengembangan 

kelembagaan petani

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Memberikan
saran dan masukan  

dalam 
pengembangaan 

kelembagaan 
penyuluhan 

pertanan

3. Memberikan 
dukungan anggaran 

dan narasumber 
bagi pelaksanaan 
Sekolah Lapang

Sinkronisasi 
kebijakan pusat 

dan provinsi

Menyusun rencana 
kegiatan 

peningkatan  
kapasitas 

kelembagaan petani

Melakukan 
penganggaran

dalam RKA/DPA

Start

Melaksanakan
kegiatan 

pelatihan/bintek 
bagi petani

Meningkatnya 
kapasitas 

kelembagaan
petani



U
n

it
 1 DINPERTAN 

KP
Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/PU

SAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MAYARAKAT

U
n

it
 5 BAGIAN 

HUKUM 

(Setda)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
3

.0
1

.0
3

P
en

ye
d

ia
an

 d
an

 P
em

an
fa

at
an

 S
a
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n

a 
d

an
 P

ra
sa

ra
n

a 
P

e
n

yu
lu

h
an

 P
e

rt
an

ia
n

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
penyediaan sarpras

penyuluhan

Menginventarisir 
kebutuhan sarpras 

penyuluhan

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran 

(Pokir);

3. Mengusulkan 
rencana kegiatan 

penyediaan sarpras 
penyuluhan melalui 

Musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan 
verifikasi lapangan 

terkait usulan 
kebutuhan sarpras 

penyuluhan

Setuju

Melakukan 
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh 
manfaat
sarpras 

penyuluhan dan 
pembinaan

Menetapkan SK 
Penerima

Melaksanakan
penyediaan sarpras 

penyuluhan

Tersedianya 
Sarpras 

penyuluhan, 
pembinaan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

U
n

it
 2 PUSAT /         

PROVINSI

U
n

it
 3

DPRD

  

U
n

it
 4 PERGURUAN    

TINGGI

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
3

.0
1

.0
4

P
em

b
en

tu
ka

n
 d

an
 P

en
ye
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n
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a
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an

 S
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h
 L
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g 
K

e
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m
p

o
k 

Ta
n

i T
in

gk
at

 K
a

b
u

p
at

e
n

/K
o

ta

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan DAM

Parit 

Menginventarisir 
kebutuhan petani 
akan penguasaan 

teknolosi budidaya

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2. Memberikan 
saran dan masukan 
tentang materi yang 
dibutuhkan dalam 

Sekolah lapang

Sinkronisasi 
kebijakan pudat 

dan derah

Menyusun rencana
kegiatan Sekolah 

Lapang
Start

Melaksanakan 
kegiatan Sekolah 

Lapang

Melakukan 
penganggaran

dalam RKA/DPA

Meningkatnya 
penguasaan

teknik budidaya



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

Tidak

Ya

U
n

it
 3

DPRD

U
n

it
 4

AKADEMISI

Tolak

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
4

.0
1

.0
1

P
en

ge
n

d
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n

 O
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is

m
e
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n
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u
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h
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O
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n
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m
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n
 P

an
ga

n
, H

o
rt

ik
u

lt
u

ra
, d

an
 P

er
ke

b
u

n
a

n

Menyusun kebijakan 
perencanaan 

Pengendalian OPT  
dan Dampak 

Perubahan Iklim

1.  Mengumpulkan 
data dan informasi 

sebaran dan 
serangan OPT dari 
POPT Provinsi Wil 

Banyumas

2. Memberikan 
informasi ramalan 

cuaca

3. Mengusulkan 
Pokir

4. Menstranfer ilmu 
dan pengetuanan 
hasil penelitian 

5. Mengusulkan 
kebutuhan sarana

prasarana 
pengendalian OPT 

melalui 
musrenbang

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Start

Memperoleh 
sarana 

pengendalian
OPT

Menginventarisir 
kebutuhan 

Pengendalian OPT  
dan Dampak 

Perubahan Iklim

Melakukan  
monitoring dan 

verifikasi lapangan 
terkait  kebutuhan 
pengendalian OPT

Setuju
Melakukan 

penganggaaran
dalam RKA/DPA

Melaksanakan
pengadaan sarana 
pengandalian OPT 

dan 
pendampingan/bimb

ingan

POPT Memberikan  
Rekomendasi 
Pengendalaian

OPT/DPI

Mengajukan
permohonan 

bantuan pestisida/ 
insektisida, dll

Melaporkan 
kasus/serangan

OPT dan atau 
dampak perubahan 

iklim

Setuju

Masyarakat
melaksanakan 
pengendalian 

mandiri

Menyalurkan sarana 
prasaarana

pengndalian OPT



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

                                    

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4 LABORATORIUM 

PHP

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

B
M

S.
D

P
K

P
.0

4
.0

1
.0

2

P
en

a
n

gg
u

la
n

ga
n

 P
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ca
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e
n

ca
n

a
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m
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a
n

g 
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n
a

m
a

n
 P

an
ga

n
, H

o
rt

ik
u

lt
u

ra
, P

er
ke

b
u

n
a

n
, 

P
et

er
n

a
ka

n
 d

a
n

 K
es

eh
a

ta
n

 H
e

w
a

n

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pengembangan  

Benih/Bibit Berlabel

Menginventarisir 
Wilayah yang 
Memerlukan 

Bantuan Beni/Bibit 

Mengumpulkan data 
dan informasi

1. Syarat dikatakan 
Bencana (Banjir, 
Kekeringan, OPT, 

Stunting)
2. Permohonan 

bantuan  benih/bibit 
dari Poktan,, 

Gapoktan, 
Organisasi

Mayarakat, Instansi

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Melakukan verifikasi 
terkait usulan 

bantuan  Beni/Bibit
untuk pasca 

Bencana

Setuju

Menyusun 
Dokumen

Pelaksanaan 
Anggaran

Start

Memperoleh 
Benih/Bibit 

Tanaman Pertanian 
Berlabel

Melaksanakan 
Pengembangan

Beni/BibithTanama
n Pertanian 

Berlabel

Menyediakan
Benih/iBibit 

Tanaman Pertanian 
Berlabel



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

                                   

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

MASYARAKAT

U
n

it
 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda Kab.)

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
5

.0
1

.0
1

P
en

ye
d

ia
an
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fr
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tr

u
kt

u
r 

Lu
m

b
u

n
g 

P
an

ga
n

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan

Lumbung Pangan 
Masyarakat (LPM)

Menginventarisasi
kebutuhan 

pembangunan/ 
rehabilitasi dan 

pemeliharaan  LPM

1. Mengumpulkan 
data dan informasi

2.
Mengusulkan Pokok 

Pikiran
3.

Mengusulkan
rencana 

pembangunan 
melalui 

Musrembang

Melakukan verifikasi 
lapangan terkait 

usulan 
pembangunan/ 
rehabilitasi dan 

pemeliharaan  LPM

Setuju

Melakukan 
penganggaran 

dalam RKA/DPA
Start

Memperoleh 
manfaat

pembangunan 
LPM

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Menetapkan SK 
Penerima

Melaksanakan
pembangunan/ 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan  

LPM

Tersedianya LPM



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

                                    Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

Akademisi

U
n

it
 5

MASYARAKAT

U
n

it
 5 BAGIAN HUKUM 

(Setda Kab.)

K
o

o
rd
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i d
an

 S
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o

n
is
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i P

en
ye

d
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an
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fr
a

st
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r 
Lo

gi
st

ik
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

B
M

S.
D

P
K

P
.0

5
.0

1
.0

2

Menyusun kebijakan
perencanaan 

koordinasi dan 
sinkronisasi 
Penyediaan 

Infrastruktur Logistik

Menginventaris 
kebutuhan

koordinasi dan 
sinkrosisasi 
penyediaan 
infrastruktur 

logistik

Sinkronisasi prioritas 
daerah dan nasional

Melakukan verifikasi  
terkait usulan 

pemberian bantuan 
pangan dan 

pengisian lumbung 
pangan

Setuju
Melakukan

penganggaran 
dalam RKA/DPA

Start

1. Memperoleh bantuan
pangan

2. Memperoleh bantuan 
pengisian LPM

Mengumpulkan data 
dan informasi, 

permintaan layanan

1. Melaksanakan pembinaan 
kelompok Lumbung Pangan 

Masyarakat (LPM)
2. Melaksanakan pengisian LPM 

3. Tersalurkannya bantuan 
pangan masayarakt

Menetapkan SK 
Penerima bantuan 

pengisian LPM

1. Terbinanya 
kelompok 
Lumbung Pangan
2. Terisinya LPM
3. Tersalurkannya
bantuan pangan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

BPS/ TERKAIT

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P
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o
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a
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a
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a
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ab

u
p

a
te

n
/K

o
ta

Menyusun kebijakan
perencanaan koordinasi 

dan sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan 

Pangan

Menginvetarisir  
daerah rawan 

pangan

Sinkronisasi 
prioritas daerah dan 

nasional

Melakukan verifikasi  
daerah rawan 

pangan 
Setuju

Melakukan
penganggaran 

dalam RKA/DPA

Start

Memperoleh 
data dan 
informasi

Mengumpulkan 
data dan informasi

daerah rawan 
pangan

Melaksanakan koordinasi 
dan sinkronisasi 

penanganan daerah 
rawan pangan

Terkoordinasinya 
penanganan

kerawanan pangan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP

                                              

Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

DINAS SOSIAL

U
n

it
 5 DESA/KELUARA

HAN

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P
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P
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m

 1
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) 
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h
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ab
u

p
a

te
n

/K
o

ta

Mengevaluasi 
capaian kinerja 
pelaksanaan
Pengadaan, 
pengelolaan dan 
penyaluran 
cadangan pangan 

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan 

daerah

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Menyusun 
Dokumen Rencana 

Anggaran
Setuju

Menyusun 
Dokumen

Pelaksanaan 
Anggaran

Start

Memperoleh 
bantuan paket 
bahan pangan

Menginvetarisir  
masyarakat rawan 

pangan

Mengumpulkan 
data dan informasi
masyarakat rawan 

pangan dan 
proposal/usulan  

bantuan

Melaksanakan 
pengelolaan,

pengadaan dan 
penyaluran 

cadangan pangan

Terlaksananya
pengelolaan, 
pengadaan  dan 
penyaluran 
cadangan pangan



U
n

it
 1

DINPERTAN KP                                     Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

U
n

it
 4

AKADEMISI

  Ditolak

U
n

it
 5 DINKANNAK/DIN

PERINDAGKOP

U
n

it
 6

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
7

.0
1
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1

P
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yu
su

n
an
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o
n
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an
ga

n
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e
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K
a

p
it

a 
p

e
r 

Ta
h

u
n

Mengumpulkan 
data dan informasi

Menyusun dokumen 
penetapan target 
konsumsi pangan

Memperoleh 
data dan 
informasi

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Mengevaluasi 
capaian kinerja 
pembangunan 

tahun n-1

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan 

daerah

Menyusun 
Dokumen Rencana 

Anggaran
Setuju

Menyusun 
Dokumen

Pelaksanaan 
Anggaran

Start



U
n

it
 1

DINPERTAN KP                                     Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

  Ditolak

U
n

it
 4

Akademisi

U
n

it
 5

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P

.0
7

.0
1

.0
2

P
em

b
er

d
ay

a
an

 M
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ya
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d
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n
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a
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o
n

su
m

si
 P

an
ga

n
 B

e
rb

as
is

 S
u

m
b

e
r 

D
ay

a
 

Lo
ka

l

Mengumpulkan 
data dan informasi, 
permintaan layanan

Memperoleh 
fasilitas 

pengembanga
n pekarangan

Sinkronisasi 
prioritas daerah 

dan nasional

Mengevaluasi 
capaian kinerja 
pembangunan 

tahun n-1

Menyusun 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan 

daerah

Menyusun 
Dokumen Rencana 

Anggaran
Setuju

Menyusun 
Dokumen

Pelaksanaan 
Anggaran

Start

1. Mengembangkan 
pangan lokal berorientasi 
eksport
2. Mengembangkan luas 
pekarangan untuk pangan
dan diversifikasi



U
n

it
 1

DINPERTAN KP                                     Ya

U
n

it
 2 PROVINSI/

PUSAT

U
n

it
 3

DPRD

U
n

it
 4

AKADEMISI

  Ditolak

U
n

it
 5 DINKANNAK/DIN

PERINDAGKOP

U
n

it
 6

MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
B

M
S.

D
P

K
P
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K
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o
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